BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya terhadap dua pokok
permasalahan yaitu mengapa pidana kerja sosial perlu diancamkan kepada pelaku
tindak pidana ringan dan bagaimanakah kebijakan hukum tentang pidana kerja
sosial bagi pelaku tindak pidana ringan yang akan datang. Dari permasalahan
pertama diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengapa pidana kerja sosial perlu diancamkan kepada pelaku tindak pidana
ringan, karena gagasan pidana kerja sosial dapat memenuhi atau sesuai dengan
tujuan pemidanaan yang mencakup perlindungan terhadap masyarakat dan
perlindungan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri.

a. Perlindungan terhadap masyarakat
Menjatuhkan pidana kerja sosial kepada terdakwa akan melindungi
masyarakat dari pelaku kejahatan tersebut, karena telah ditegakannya hukum
dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukan
terdakwa.

b. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana
Terdakwa dihukum untuk menjalankan pidana kerja sosial, dan bisa dilihat
oleh masyarakat bisa menghindarkan terdakwa dari penghukuman yang

sewenang-wenang di luar hukum dari masyarakat.
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c. Pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek atau pidana penjara jangka
pendek mempunyai beberapa dampak negatif terhadap terpidana dan juga
terhadap keluarga terpidana yang kehidupan ekonominya tergantung dari
terpidana tersebut, dan juga pidana penjara dapat memberikan cap jahat atau
stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi
melakukan kejahatannya, maka sebagai pengganti atau alternatif dari pidana
penjara jangka pendek, pidana kerja sosial perlu diterapkan dan diancamkan
kepada pelaku tindak pidana ringan.

2. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ringan yang
diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun dan hakim
mempertimbangkan akan menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan
dan pidana denda yang tidak melebihi kategori 11 yaitu Rp. 10.000.000, maka
sebagai pengganti atau alternatifnya hakim dapat menjatuhkan pidana kerja
sosial. Dalam bukunya De Korte Vriiheidsstraf als Vriietiidssfraf',
Schaffmeister mengartikan pidana penjara atau kurungan untuk tidak lebih dari
6 bulan adalah pidana badan singkat. Batas waktu ini di berbagai negara
ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam batas waktu tersebut
perlakuan penitensier masih mungkin dilakukan, penitensier menurut Utrecht
adalah merupakan sebagian dari hukuman pidana positif yaitu bagian yang
menentukan jenis sanksi terhadap suatu pelanggaran, beratnya sanksi, lamanya
sanksi itu dijalani, cara sanksi itu dijalankan dan tempat sanksi itu dijalnkan. Di

Belanda, batas waktu yang juga dapat digunakan, selain batas waktu 6 bulan
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tersebut adalah batas waktu 3 bulan karena pidana penjara/kurungan maksimum
3 bulan ini, yang dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Beginselenwet
Gevangeniswezen (Undang-undang Pokok tentang Pidana Penjara)
(Schaffmeister, 1991:12). Sedangkan di Indonesia pidana jangka pendek itu
tidak melebihi satu tahun dan denda tidak melebihi Rp.2.500.000.

Hakim yang menjatuhkan pidana kerja sosial di pengadilan langsung
menetapkan jumlah jam dan jangka waktu yang harus dipenuhi dalam
penyelesaian pidana kerja sosial, sementara itu Probation Service (lembaga
pengawas) yang bertugas mencarikan tempat di mana pidana kerja sosial dijalani
dan berapa jam terpidana harus menjalani pidana kerja sosial dalam setiap
harinya. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh terpidana dalam menjalankan
pidana kerja sosial adalah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan terpidana
misalnya jika terpidana ahli dalam mengoprasikan komputer dapat mengajarkan
anak-anak untuk berlatih komputer, dan tidak menutup kemungkinan bagi
terpidana untuk bekerja pada instansi pemerintahan yang dicarikan oleh
Probation Service seperti Dinas Kebersihan yaitu ikut membersihkan jalanan
bersama petugas lainnya.

Terpidana akan diberitahukan jika gagal dalam menjalankan pidana kerja sosial
maka terpidana wajib mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial,
menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana

kerja sosial tersebut, dan membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang
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diganti dengan pidana kerja sosial, atau menjalani pidana penjara sebagai
pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
B. Saran

Berdasarkan beberapa penjelasan kesimpulan di atas, maka penulis dapat

memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membentuk peraturan pelaksana dari pidana kerja sosial ini,
yang mangatur proses pelaksanaanya dan hal-hal lain yang terkait dengan pidana
kerja sosial ini, sehingga memudahkan aparat hukum dalam penerapan pidana
kerja sosial.

2. Sebelum penerapan pidana kerja sosial dilaksanakan atau dilakukan, perlu
diperhatikan terlebih dahulu dan dipersiapkan yaitu fasilitas (fasilitas kerja),
sarana dan prasarana (pembentukan probation service), serta aparat pengawas
(jaksa) dalam menunjang pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Perlu diperhatikan
jaksa tidak harus mengawasi selama proses dijalnkannya pidana kerja sosial oleh
terdakwa, melainkan terdakwa yang wajib lapor kepada jaksa sebelum dan
sesudah menjalankan pidana kerja sosial.

3. Berdasarkan perbandingan hukum dengan negara Belanda yang telah
menerapkan sanksi pidana kerja sosial yang di mana syarat untuk menjatuhkan
pidana kerja sosial adalah vonis hakim yang tidak melebih enam bulan. Enam
bulan ini diartikan sebagai pidana badan jangka pendek, sedangkan di Indonesia
pidana jangka pendek adalah tidak lebih dari satu tahun dan denda tidak

melebihi Rp. 2. 500.000 maka syarat untuk menjatuhkan pidana kerja sosial
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dalam RUU KUHP 2019 yang awalnya enam bulan harus direvisi menjadi satu

tahun.
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